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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menarmbah wawasan hukum mengenai hal
aonzhanan dan perpanjangan penahanan bagi penulis, untuk mendapatkan gelar
sarjana di Universitas Medan Area. untuk mcngetahui teriadi penahanan dan
perpanjangan penabanan, untuk mengetahui kcndala-kendala yang timbul dalam
pelaksanaan penahanan dan untuk mengetahui apabila tersangka melarikan diri
didalam masa penangguhan penahanan

Data yang digunakan dalam penclitian ini adalah dats primer dan data
sekunder. Bata primer berupa hasil wawancara dcngan penyidik Kcpolisian Resort
Kota Pancur batu, Deli Serdang, data sckunder berupa dokurnen-dokumen ilmiabh,
peratuzan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan
penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan bagi penyidik untuk melakukan
penahanzn dan perpanjangan penahanan di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu
adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah
penyidik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1! KUHAP. berwenang melakukan
penahanan (Pasal 20 ayat (1) KUHAP). Penahanan dapat dilakukan sampai
kepentingan pemerksasn dipenubi, yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarien bukti yang cukup, berarti batk mclalui pengaduan maupun dalam hal
tersangka tervaogkap tangan, adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa
akan melarikan diri, maksudnya adanya prasangka atau tanda-tanda pelaku kejahatan
berusaha keras untuk melarikan diti dengan maksud tidak mempertanggungjawabkan
perbuatan yang telah dilakukannya, merusak atau menghilangkan barang-barang
bukti maksudnya, bahwa iersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan
barang-barang buks yang diketahuinya, dan mengulangi tindak pidana, maksudnya
tersangka atau terdakwa muugkin akan mengulangi tindak pidana sejenis maupun
tidak sejenis. Prosedur pelaksanazn penahanan dan peipanjangan penahanan &
Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu adalah dapat diketahui dari syarat harus
memenuhi syarat-syarat, yaitu: pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penahanan
di Kepolisian Sektor Kota Pancur Batu merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2)
dan ayat (2) KUHAP, yaitu haruslah memakai surat perintah penahanan atau surat
penetapan pecahanarn yang didalamnya memuat mengenai identitas tersangka, alasan
penahanan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat ia ditahan.
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BAB!

PENDAHULUAN

Dengan diundangkaanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenmtang
Hukum Acara Pidans (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, maka bangsa
[ndonesia telah mempunyai hukum acara pidana. Namun demikian, bangsa Indonesia
tidaklah bofeh menutup mam akun kelemalian atau kekurangan dari KUHAP yang
telab dibentuk tersebut. Ini diakibatkan dzlam pelaksanaannya dilapangan masih
banyak terdapat kclemaban atau kekurangan dan salah satunya adalah mengenai
pelaksanasn penahanan dan nerpanjangan penabanan tersangka dan terdakwa,

Pelaksanaan penahanan dan perpanjangan penshanan merupakan poiemik
yang sudah sejak lama menjadi bahan pembicaraan, baik itu para praktisi hukum,
teoretisi bukum maupun ksum awam di bidang bukum, karena pelaksanazn
penabanan dan pempanjangan penahanan menyangkut hak-hak asasi seorang tersangka
ata') terdakwa.

Masalah penahanan, merupakan persoalan yang paling esensial dalam
sejarah kehidupan menusia. Setiap yang namanya penahanan, dengan sendirinya
menyangkut nilai dan maksa perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang
diteshan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan barkat dan martabat

kemanusiaan dan mengangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri
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pribedi sena penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan
sementara sebagian hak-hak manusia.

Oleh karena itu, guna menyelamatkan manusia deri perampasan dan
pembatasan hak-hak 4sasi manusia secara tanpa dasar, pembuat undang-undang telah
merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil
babaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang dari
penabanan dan papacjangan penghanan, Oengen demikian, demi menyelematlaan
nilai-aflai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, KUHAP
telah melakukan secara limitatif dan teiperinci wewenang penahanan dan
perpanjangan penahanan yang boleh dilakukan setiap jajaran aparat penegak hukum
dalam setiap pemeciksaan.

Oleh karena itu dapatiah diketabui bahwa pelaksanaan penahanan dan
perpanjangan peashanan terhadap tersangka atau terdakwa mempunyai arti penting,
yaitu karena penszhanan dan perpanjangan peashanan merupakan alat yang
mempercepat dilakukannya pemeriksaan olch kepolisian, kejaksanaan maupun
pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penabanan dan perpanjangan penahanan
tersebut di atas tetap harus menjunjung tlinggi dan menghonnati hak-bak asasi
tersangka atau teydakwa yang mungkin terpaksa dilanggar untuk sementara waktu.

Pada saat masih berlakunya HIR pclaksanaan penahanan dan perpanjangan
penahanan tidak membatasi jangka waktunya, bisa berkelanjutan tunpa batas, dan

tanpa berkesudahan. Bukan rahasia umum pada waktu itu . dimanu dapat dijumpai
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